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Sekapur Sirih

KETUA UMUM 
PAGUYUBAN PASUNDAN

Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si.

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Kebutuhan pangan di dunia, khususnya Indonesia, semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi 
satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ke tahanan pangan nasional. 
Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, 
telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi 
bangsa yang mandiri dalam bidang pangan. 

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek 
sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan 
dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebija kan pangan. Mewujudkan 
ketahanan pangan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang 
diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.

Pentingnya ketahanan pangan dalam tatanan ekonomi global dan nasional telah 
dipahami oleh berbagai kalangan, baik itu para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan 
organisasi internasional, pengelola sektor swasta, maupun lembaga ke masyarakatan, 
dengan alasan dan kepentingan yang berbeda. Satu hal yang menjadi kesadaran bersama adalah 
pemenuhan pangan bagi setiap individu merupakan hak azasi dan pemenuhannya menjadi 
kewajiban bersama, termasuk individu itu sendiri. Upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan 
ketahanan pangan berkelanjutan sangat diperlukan mengingat ancaman krisis pangan 
global masih tetap ada dan dapat secara tiba-tiba menjadi kenyataan. Dengan membangun 
ketahanan pangan ber basis sumber daya dan kearifan lokal, memanfaatkan teknologi unggul 
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan secara efisien dan berdaya saing, 
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dan membangun kekokohan dan kelenturan respons masyarakat menghadapi ancaman 
krisis pangan, Indonesia akan mampu mengatasi ancaman krisis pangan global ataupun 
domestik. 

Jazaakumullaahu khoiron katsiiron. Saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Pasundan 
mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun buku SISTEM KETAHANAN PANGAN. Ini 
merupakan kontribusi tim penyusun sebagai warga/anggota Paguyuban Pasundan dari 
Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Unpas dalam ikhtiar turut membangun 
peradaban negeri, khususnya dalam upaya mem berikan pengetahuan kepada masyarakat 
(pendidikan, birokrat, industri dan umum) tentang pentingnya Ketahanan Pangan di Indonesia.

Saya berharap buku ini berguna sebagai pengetahuan untuk mengetahui tentang 
pentingnya ketahanan pangan, sebagai referensi dan pendidikan bagi masyarakat dan para 
pemangku kepentingan (stakeholder) serta sebagai rujukan dimasa depan. Semoga Allah 
SWT., selalu meridoi segala upaya kita untuk memajukan bangsa dan negara serta khususnya 
Paguyuban Pasundan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung,   Februari 2022
Ketua Umum 
PB Paguyuban Pasundan

Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si.
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Sekapur Sirih

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU.

Ketahanan pangan masih merupakan isu yang penting bagi  bangsa Indonesia. 
Sekalipun saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras. Namun, ketahanan 
pangan masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Dikarenakan, pangan 
merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa disubstitusi dengan bahan lain. 
Sementara, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat memerlukan 
penyediaan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Ketersediaan pangan menjadi 
salah satu dasar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurut UU No. 18 Tahun 
2012, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam 
negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat 
memenuhi kebutuhan. 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mem pertahankan 
hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak 
azasi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut masalah pemenuhan kebutuhan 
pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan 
pangan bagi pemerintahan suatu negara. 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan 
yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu, 
kebijakan (pemantapan) ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta 
sebagai fokus utama dalam pembangunan pertanian. Peningkatan kebutuhan pangan seiring 
dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk 
guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan merupakan dua 
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komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan. Kebijakan pemantapan ketahanan 
pangan sangat diperlukan, termasuk terwujudnya stabilitas pangan nasional. 

Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya, yakni kondisi terpenuhinya pangan 
bagi negara sampai dengan perseorangan. hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pertanian harus tetap produktif 
di tengah pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut 
adalah dengan mendorong pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Peningkatan kapasitas 
SDM dan akselerasi pemanfaatan teknologi menjadi salah satu media bagian penting untuk 
mewujudkan cita-cita tersebut.

Pada kesempatan ini, saya sebagai Rektor Universitas Pasundan, mengucapkan 
terima kasih dan memberikan penghargaan serta apresiasi kepada tim penyusun buku 
SISTEM KETAHANAN PANGAN. Ini merupakan kontribusi tim penyusun dalam kiprahnya 
sebagai Dosen Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan 
yang merupakan perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam 
mengembangkan gagasan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini mahasiswa, dosen, 
pelaku usaha, pemerintah dan semua khalayak yang membutuhkannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wbr.

Bandung,   Februari 2022
Rektor 

Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU
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Kata Pengantar

Pangan merupakan suatu kebutuhan primer, baik bagi manusia ataupun bagi suatu 
negara, baik bagi negara berkembang maupun bagi negara yang sudah maju sekalipun. 
Oleh karena itu, pemerintahan di suatu negara dapat dipastikan akan mempunyai program-
program dan strategi untuk membangun ketahanan pangan. Begitu juga di Indonesia, saking 
dianggap pentingnya pembangunan ketahanan pangan, maka dikeluarkanlah regulasi 
tentang Ketahanan Pangan, yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ketahanan pangan pada prinsipnya meliputi beberapa sub, yaitu ketersedia an pangan, 
keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan. Penyelenggaraan 
pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, 
manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Penyelenggaraan pangan dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, 
dan berkelanjutan ber dasarkan kedaulatan pangan, kKemandirian pangan, dan ketahanan 
pangan.

Buku ini disusun dimaksudkan untuk memberikan pengertian, pemahaman, menuntun 
serta menginspirasi para pemangku kepentingan di bidang pangan se bagai referensi 
pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, di antaranya dinas-dinas teknis di wilayah 
provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia, ataupun bagi individu yang berkecimpung di 
bidang pangan, sedangkan tujuan secara umum adalah untuk memberikan kontribusi dalam 
pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

Terbitnya buku ketahanan pangan ini tidak luput adanya bantuan moril mau pun 
materil dari beberapa pihak. Untuk itu, tim penulis izinkan menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Umum Paguyuban Pasundan (Bapak Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si.).
2. Rektor Universitas Pasundan Bandung (Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si.,

M.Kom., IPU.).
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan.
4. Ketua Program Studi Teknologi Pangan, FT., Universitas Pasundan.
5. Para Dosen Program Studi Teknologi Pangan, FT., Universitas Pasundan.
6. Dan semua pihak yang tim penulis tidak bias sebut satu persatu.

Dengan terbitnya buku ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dan dengan 
penuh kecermatan dalam penyusunannya untuk menyajikan karya yang terbaik. Tim penulis 
menyadari akan segala kekurangan dan kekhilafan. Dengan ikhlas dan segala kerendahan 
hati, tim penulis terbuka adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang 
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berkompeten demi tersusunnya buku Ketahanan Pangan yang lebih baik.
Semoga buku ini dapat memenuhi harapan penggunanya.
Wassalam

Bandung,  Juni 2022 

Tim Penulis,
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Xbutuhan pangan di dunia, khususnya Indonesia, semakin meningkat, seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi 

satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. 

Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, 

telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi 

bangsa yang mandiri dalam bi dang pangan. Lonjakan penduduk dunia mencapai peningkatan 

yang tinggi setelah tahun 1960, ha! ini dapat kita lihat dari jumlah penduduk tahun 2000-an 

yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang, ten tu saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan 

mengkibatkan berbagai permasalahan, di antaranya kerawanan pangan. Bahkan dua peneliti 

AS pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2100 penduduk dunia akan menghadapi krisis 

pangan. 

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek 

sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan 

dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan 

ketahanan pangan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang 

diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional. Berbagai lembaga internasional 

membahas secara mendalam upaya perwujudan ketahanan pangan, seperti yang dilaksanakan 

oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia, 

Asia and the Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerja Sama Ekonomi Asia dan Pasifik, 

Asociation of Southeast Asia Nations (ASEAN) atau Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara. 

Berbagai negara juga mengarnbil inisiatifmendiskusikan isu ketahanan pangan global,seperti 

pemerintah Jerman menyelenggarakan Konferensi Bonn 2011 (Federal Ministry for Economic 

and Development, Jermany, 2011) dan akademisi Singapura mengadakan Konferensi Inter 

nasional Ketahanan Pangan di Asia (RSIS Nanyang Technological University, 2014). Pada 

berbagai pertemuan tersebut, topik tertentu tentang ketahanan pangan dibahas mendalam, 

diambil kesepakatan, dan dikeluarkan pernyataan yang menunjukkan pemahaman atas 

permasalahan dan rekomendasi rancangan penanganannya. 

Pentingnya ketahanan pangan dalam tatanan ekonomi global dan nasional telah dipahami 

oleh berbagai kalangan, baik itu para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi 

internasional, pengelola sektor swasta, maupun lembaga kemasyarakatan, dengan 

alasan dan kepentingan yang berbeda. Satu ha! yang menjadi kesadaran bersama adalah 

pemenuhan pangan bagi setiap individu merupakan hak azasi dan pemenuhannya menjadi 

kewajiban bersama, termasuk individu itu sendiri. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat 

Bab I 
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Pemerintah Indonesia dituntut untuk memenuh komitmen MDGs, yaitu menurunkan 

proporsi penduduk yang kekurangan pangan a tau yang rentan terhadap kerawanan pangan 

hingga separuh pada tahun 2015. Narnun, situasi dunia saat ini menghadap tantangan yang 

mempengaruh produksi pangan antara lain: perubahan iklim global yang kurang kondusif, 

perubahan tata ekonomi global yang berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri dan lain 

sebagainya. Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa daya dukung alam untuk produksi 

pangan juga cenderung terus menurun, di antaranya ketersediaan lahan subur semakin 

menyempit sebagai akibat dar terjadinya alih fungsi lahan dan terjadinya degradasi lingkungan 

sehingga menurunkan produktivitas dan produksi basil pertanian. Sementara, kebutuhan 

pangan justru terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. 

1.1. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 

makro (nasional dan global) ke depan akan sernakin sulit karena kecenderungan pergerakan 

penawaran dan permintaan pangan menuju ke arah yang berlawanan. Produksi atau pasokan 

pangan pertumbuhannya akan semakin sulit karena menghadapi berbagai kendala fisik, 

ekonomi, dan lingkungan; sementara permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonorni, dan dinamika lingkungan strategis. Upaya 

sungguh-sungguh untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sangat diperlukan 

mengingat ancaman krisis pangan global masih tetap ada dan dapat secara tiba-tiba menjadi 

kenyataan. Dengan membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya dan kearifan 

lokal, memanfaatkan teknologi unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 

pangan secara efisien dan berdaya saing, dan membangun kekckohan dan kelenturan 

respons masyarakat menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia akan mampu mengatasi 

ancaman krisis pangan global ataupun domestik. 

Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. 

Faktor ketersediaan pangan berfungsi sebagai jaminan pasokan pangan untuk memenuhi 

kebutuhanseluruh penduduk, baikdari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. 

Distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin 

agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang 

cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan faktor konsumsi berfungsi mengarahkan agar 

pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan 

gizi, kemananan dan kehalalannya. 

Kebijakan pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai upaya tersebut 

adalah investasi yang cukup besar di sektor pertanian pangan, m ulai dari prasarana, 

penciptaan inovasi teknologi dan diseminasinya, sampai pada peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia pertanian pangan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menjalin kemitraan strategis 

(strategic partnership) antara pemerintah dan swasta guna meningkatkan kapasitas produksi 

pangan dan memperlancar distribusi pangan antarwaktu, tern pat, dan golongan pendapatan. 
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Ketahanan pangan masih merupakan isu yang penting bagi bangsa Indonesia. Sekalipun 

saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras, namun ketahanan pangan masih 

menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Dikarenakan pangan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang tidak bisa di substitusi dengan bahan lain. Sementara, pertumbuhan 

jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat memerlukan penyediaan bahan pangan 

dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, kapasitas penyediaan bahan pangan justru 

menghadapi sejumlah tantangan seperti perubahan iklim global, kompetisi pemanfaatan 

sumber daya lahan dan air untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian, serta degradasi 

lingkungan yang menurunkan kapasitas produksi pangan nasional. Kita juga menghadap 

persoalan penanganan kerawanan pangan masih terjadi di Indonesia. 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan 

hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak 

azasi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan 

pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan 

pangan bagi pemerintahan suatu negara. 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan 

yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu, 

kebijakan (pemantapan) ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan 

serta merupakan fokus utama dalam pembangunan pertanian. Peningkatan kebutuhan 

pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesempatan kerja 

bagi penduduk guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan 

merupakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan. Kebijakan 

pernantapan ketahanan pangan dalam ha! ini termasuk di dalamnya adalah terwujudnya 

stabilitas pangan nasional. 

Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, pangan dalam arti luas mencakup makanan 

dan minuman hasil-hasil tanaman dan ternak serta ikan baik produk primer maupun olahan. 

Dengan definisi pangan seperti itu, tingkat ketersediaan pangan nasional untuk konsumsi 

di kur dalarn satuan energi dan protein pada tahun 2003 sebesar 3076 Kkal/kapita/hari 

dan 76.54 gr proteiri/kapita/hari. Angka tersebut telah melebihi standar kecukupan energi 

dan protein yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII Tahun 

2000 masing-masing sebesar 2500 Kkal/kapita/hari dan 55 gr protein/kapita/hari. 

Waiau pun secara makro ketersediaan pangan telah melebihi standar kecukupan energi dan 

protein, namun kecukupan di tingkat nasional tersebut tidak menjamin kecukupan konsumsi di 

tingkat rurnah tangga atau individu. Tingkat konsumsi per kapita per hari rata-rata penduduk 

Indonesia pada tahun 2003 sebesar 1989 Kkal atau 90.04 persen dari standar kecukupan. 

Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini 

terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari 
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Dengan demikian, arahannya terdapat dalam UU pangan, yaitu untuk mencapai 

ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. lmplementasi arah 

kebijakan tersebut tentunya perlu dukungan kebijakan lain, antara lain: 

l. meningkatkan koordinasi dalam mengelola ketahanan pangan serta kerawanan 

pangan, 

2. meningkatkan penelitian, 

Arahan yang lain yang mungkin dilakukan yaitu dengan UU pangan dan dengan 

kreativitas dalam produksi pangan dengan mengandalkan potensi alam, manusia, sosial dan 

kearifan lokal dengan ini maka komoditas yang harus dikembangkan ialah: 

l. Komoditas pasar ekspor tidak harus swasembada pangan. 

2. Dengan pemanfaatan teknologi yang profesional mampu merubah ketahanan 

pangan menjadi lebih baik. 

3. Jenis pangan yang harus seluruhnya diimpor sebab kebutuhan negeri. 

pertumbuhan penyediaannya. Permintaan yang meningkat cepat terse but merupakan resultante 
dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, 

dan perubahan selera. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional 

lambat, bahkan stagnan. Disebabkan oleh adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya 

lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. 

Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional 

tersebut, mengakibatkan adanya kecenderungan meningkatnya penyediaan pangan nasional 

yang berasal dari impor. Ketergantungan terhadap pangan impor ini terkait dengan upaya 

mewujudkan stabilitas penyediaan pangan nasional. 

Arah pertumbuhan pangan akan selalu meningkat, ditandai dengan laju pertumbuhan 

penduduk. Sementara pemanfaatan sumber daya alam belum terlaksana secara baik. Jika ini 

terus-menerus terjadi maka akan menimbulkan impor. Sehingga harus diarahkan menjadi 

kemandirian pangan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Dengan arahan terse but harus 

memperhatikan: 

Sisi ketersediaan: kualitas SDA dan sumber daya air, memprioritaskan produksi 

dalam negeri, pengelolaan cadangan makanan per daerah yang seharusnya 

dilakukan. 

Sisi distribusi: perbaikan ditribusi barang secara cermat, menghapus peraturan 

daerah yang membuat ketahanan pangan an tar daerah tidak terlaksana dan 

Sisi konsumsi: kebutuhan gizi yang seimbang harus terpenuhi dalam rumah tangga, 

pemenuhan pangan yang cukup bagi masyarakat dan pembantuan pangan bagi 

orang miskin, ibu hamil dan gizi buruk. 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan 

memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi: 

Berorientasi pada rumah tangga dan individu. 

Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. 

Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi 

dan sosial. 

Berorientasi pada pemenuhan gizi. 

Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. 

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya 

Conference of Food and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate 
and suitable supply of food for everyone." Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun 

umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Franken berger (1992) 

yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure 
access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI 

(1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan 

(Weingartner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu: 

Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan 

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari 

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 

USAID (1992: kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara 

fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat 

dan produktif. 

FAO (1997): situasi semua rumah tangga mempunyai akses, baik fisik maupun 

ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah 

tangga tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. 

FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial 

dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) 
demi kehidupan yang aktif dan sehat. 

Mercy Corps (2007): keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai 

akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan 

bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hid up produktif dan 

sehat. 

3. meningkatkan kelembagaan ketahanan pangan, dan 

4. meningkatkan kerja sama internasional. 
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1.1.2. Strategi dalam Pembangunan Ketahanan Pangan 

Strategi yang dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan adalah: 

Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan (minimum 

setara dengan laju pertumbuhan penduduk) melalui intensifikasi, ekstensifikasi 

dan diversifikasi. 
Revitalisasi industri hulu produksi pangan (benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin 

pertanian). 

Revitalisasi industri pascapanen dan pengolahan pangan. 

Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada; koperasi, UKM dan 

lumbung desa. 

Pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kernandirian pangan 

yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir, meliputi penerapan 

Technical Barrier for Trade (TBT) pada produk pangan, insentif, alokasi kredit, dan 

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang 

pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan 

nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, 

merata dan terjangkau seperti diamanatkan dalam UU pangan. 

1.1.1. Tujuan dari Pembangunan Ketahanan Pangan 

Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Artinya, keter 

sediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, 

ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan 

kesehatan manusia. 

Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman. Artinya, bebas dari cemaran 

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan mem bahayakan 

kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama. 

Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata. Artinya, pangan yang harus 

tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. 

Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau. Artinya, pangan mudah diperoleh 

rumah tangga dengan harga yang terjangkau. 

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara 

cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan ( 4) terjangkau. 

Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai 

berikut: 
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Sistem ketahanan P.angan di Indonesia secara komprehensif meliputi em pat subsistem, 

yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, 

(ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang 

memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. 

Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, 

distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga 

menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta 

status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. 

Subsistem Ketahanan Pangan 
Subsistem ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utarna, yaitu ketersediaan, 

akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan 

pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan. merupakan subsistem yang harus 

dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara 

belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Waiau pun pangan tersedia 

cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan 

pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. 

1. Subsistem ketersediaan (food availability),yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah 

yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang 

berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. 

Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan 

sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. 

2. Akses pangan (food access), yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu 

dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk 

kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian 

ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses 

ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan 

kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana 

distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut ten tang preferensi pangan. 

3. Penyerapan pangan (food utilization), yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan 

hid up sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. 

Efektivitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/ 

individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta 

penyuluhan gisi dan pemeliharaan balita. 

harmonisasi tarif bea masuk, pajak resmi dan tak res mi. 



8 I Ketahanan Pangan 

1) Teknis 
Belurn memadainya infrastruktur, prasarana distribusi darat dan antar pulau 
yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen. 
Belum merata dan mernadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan 
dan distribusi pangan, kecuali beras. 
Sistem distribusi pangan yang belum efisien. 
Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim 

1.2.2. Aspek Distribusi Pangan 

Dalam aspek ketersediaan pangan, masalah pokok adalah semakin terbatas dan 
menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh 
faktor-faktor teknis dan sosial-ekonomi: 

1) Teknis 
Berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke 

non pertanian seperti industri dan perumahan (laju 1%/tahun). 
Produktifitas pertanian yang relatifrendah clan tidak meningkat. 
Teknologi produksi yang belum efektif clan efisien. 
lnfrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah selama krisis dan 
kemampuannya semakin menurun, 

Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10- 
15%). 
Kegagalan produksi karena faktor iklirn seperti El-Nino yang berdarnpak pada 
musim kering yang panjang di wilayah Indonesia dan banjir. 

2) Sosial-ekonomi 
Penyediaan sarana produksiyang belurn sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. 
Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena 
besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga petani) dengan lahan produksi 
yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5%/tahun). 
Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari 
pemerintah kecuali beras. 
Tata niaga produk pangan yang belurn pro petani termasuk kebijakan tarif 
imper yang melindungi kepentingan petani. 
Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatifterakhir bagi penye 
diaan pangan. 

1.2. Aspek-aspek tentang Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi 
oleh Pemerintah dalam Mencapai Ketahanan Pangan 

1.2.1. Aspek Ketersediaan Pangan 
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Keterbatasan ptasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masya 

rakat dalam merespon adanya kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran 

pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya 

usaha seperti permodalan, teknologi, informasi pasar dan sarana pernasaran meye 

babkan mereka kesulitan untuk memasuki lapangan kerja dan menumbuhkan usaha. 

Ku rang efektifnya program pemberdayaan masyarakat yang selama ini bersifat top 

down karena tidak memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masya 

rakat yang bersangkutan. 

1.2.4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat 

1.2.3. Aspek Konsumsi Pangan 

1) Teknis 

Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis sumber daya 

panganlokal. 

Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis sumber daya pangan 

lokal. 

2) Sosial-ekonomi 

Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun (tertinggi di dunia > 100 kg, 

Thailand 60 kg, Jepang 50 kg). 

Kendala budaya dan kebiasaan makan pada sebagian daerah dan etnis sehingga 

tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan dan gizi seimbang serta 

pemerataan konsumsi pangan yang bergizi bagi anggota rumah tangga. 

Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun produsen atas perlunya 

pangan yang sehat dan a man. 

Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam 

jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belurn menjadi 

perhatian utama. 

menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar pangan 

tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah konsumen. 

2) Sosial-ekonomi 

Belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan secara baik dalam 

menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. 

Masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah pusat 

dan daerah serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur distribusi dan 

pemasaran telah menghasilkan biaya distribusi yang mahal dan meningkatkan 

harga produk pangan. 



10 I Ket a ha nan Pangan 

Beberapa butir pen ting dalam kebijakan umum ketahanan pangan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan ketersediaan pangan, dilakukan melalui upaya: 

Menata pertanahan dan tataruang wilayah. Kegiatan ini dapat dilakukan 

melalui: ( a) pengem bangan reform a agraria; (b) penyusunan tata ruang daerah 

dan wilayah yang merujuk kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (c) 

perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan; dan (d) penerapan 

sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur. 

Antisipasi perubahan iklirn: adaptasi dan mitigasi. Upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim dalam pembangunan pangan nasional dimaksudkan guna 

mengembangkan pertanian yang tahan (resilience) terhadap variabilitas iklim 

saat ini dan mendatang. 

Meningkatkan produksi domestik: proteksi dan promosi. Subsidi prasarana, 

Subsidi harga pupuk dilakukan untuk meredam kenaikan harga pupuk yang 

sering terjadi pada masa tanam dan untuk mencegah kelangkaan pupuk. 

Subsidi modal kerja, peningkatan pernbiayaan kelembagaan petani/nelayan 

melalui pengembangan skim permodalan yang kondusif bagi petani dan 

nelayan. Perlindungan pasar domestik, dalam menghadapi era perdagangan 

global, perlindungan pasar dalam negeri atau domestik perlu dilakukan untuk 

mengamankan produsen/konsumen dari praktik perdagangan internasional 

yang tidak adil. Akselerasi adopsi teknologi, kegiatan ini dilakukan melalui 

teknologi, meliputi: (1) perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas 

unggul; dan (2) perbaikan teknologi budi daya untuk menekan kesenjangan. 

Keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan dipengaruhi oleh 

efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang meliputi aspek 

perencanan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi berbagai kebijakan 

dan program. Masalah yang dihadapi dalam aspek manajemen adalah: 

Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten, dipercaya dan mudah diakses 

yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan. 

Belum adanyajaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsurnen kecil di bidang 

pangan. 

1.2.5. AspekManajemen 

Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi secara 

dini dan akuratdalam rnendeteksi kerawanan pangan dan gizi pada tingkat masyarakat. 
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b. Mengembangkan sistem distribusi pangan, dilakukan melalui upaya: 

Memperlancar sistem distribusi pangan untuk pemerataan pasokan, stabilisasi 

harga dan peningkatan akses pangan untuk mengantisipasi perubahan ekonom 

dan iklim global. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan 

masyarakat. Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan. Untuk menghadap 

fluktuasi harga pangan yang dapat mempengaruhi pendapatan produsen dan daya 

beli konsumen. Meningkatkan aksesilibitas atas pangan melalui peningkatan ke 

sejahteraan masyarakat terutama dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat 

melalu pemberdayaan masyarakat di daerah miskin dan rawan pangan. 

Menangani kerawanan pangan kronis dan transien. Subsicli/bantuan, dapat 

dilakukan rnelalui pemberian bantuan dalam bentuk food for work, pemberian 

bantuan dalam bentuk bantuan sosial untuk daerah rawan pangan yang mengalami 

bencana alarn, peningkatan efektivitas program Raskin. 

Mempercepat pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan 

kelembagaan yang sudah ada di masyarakat a tau bentukan baru agar dapat mampu 

untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan yang dihadapinya. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pembentukan kelompok afi nitas, Lembaga Keuangan Desa (LKD) 

dan Tim Pangan Desa (TPD) pada pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan), 

pemberdayaan kelompok gapoktan melalui pemberian modal untuk perbaikan a tau 

pembangunan lumbung pangan, pemanfaatan pangan lokal, dan pendampingan 

oleh penyuluh untuk penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). 

Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan clan gizi 

(SKPG). Pemanfaatan dan pengelolaan caclangan pangan pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat untuk penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi. 

c. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, dilakukan melalui: 

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan melalui: (a) pening 

katan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang meliputi peningkatan 

pengetahuan clan kesadaran pangan dan gizi; (b) pengembangan teknologi pangan 

yang meliputi perekayasaan a tau inovasi terhadap teknologi /kearifan lokal di bidang 

pangan, dan (c) diversifikasi usaha tani dan pengembangan pangan lokal clengan 

memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap 

kearifan lokal dan dukungan input atau permoclalan untuk melakukan diversifikasi 

usahatani. 

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan difokuskan 

pada komoditas sayur clan buah segar serta pangan segar lainnya dan diarahkan 

pada: (a) penyusunan kebijakan dan implementasinya; (b) peningkatan kesadaran 
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Program dalam Upaya Ketahanan Pangan 
Dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan hukum, serta tujuan clan strategi 

untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka kebijakan clan program yang akan ditempuh 

clikelompokkan dalam: 

a. Program jangka penclek (sampai clengan 5 tahun) 

Program jangka pendek ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi 

pangan nasional dengan menggunakan sumber daya yang telah ada clan teknologi 

yang telah teruji. Komponen utama program ini adalah: 

Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian (140.000 Ha/tahun). 

Ekstensifikasi lahan pertanian clitujukan untuk memperluas lahan procluksi 

pertanian, sehingga produksi pangan secara nasional yang sekarang dapat 

ditingkatkan. Ekstensifikasi dilakukan terutama untuk kedelai, gula clan garam 

karena rasio impor terhadap produksi besar (30-70%). Laban yang diperluas 

diperuntukkan bagi petani miskin clan tunakisma ( < 0.1 Ha), tetapi merniliki 

keahlian/pengalaman bertani. Laban kering yang potensial seluas 31 juta Ha 

dapat dimanfaatkan menjadi lahan usahatani. 

Intensifikosi, Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi melalui 

peningkatan procluktivitas pertanian. lntensifikasi ditujukan pada lahan-lahan 

pertanian subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung pangan 

seperti Kerawang, Subang dan daerah pantura Jainya di Jawa Barat, Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan propinsi lainnya. 

Diversifikasi, Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk rneningkatkan produksi 

pangan pokok alternatif selain beras, penurunan konsumsi beras dan 

peningkatan konsumsi pangan pokok alternatif yang berimbang clan bergizi 

serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat 

implementasi teknologi pascapanen dan pengolahan pangan lokal yang telah 

diteliti ke dalam industri. Ada dua bentuk diversifikasi produksi yang dapat 

dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu: (1) Diversifikas_i 

horizontal; yaitu mengembangkan usaha tani komoditas unggulan sebagai 

produsen dan konsumen dalam memproduksi, mengedarkan, perdagangan, dan 

mengkonsumsi pangan yang aman; ( c) peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

petugas daerah yang menangan ketahanan pangan; (d) monitoring, pengawasan dan 

pengujian keamanan pangan segar; ( e) penguatan dan pembinaan !em baga yang me 

Jakukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan (OKKPD); (f) promos keamanan 

pangan segar; dan (g) pengkajian, pengembangan, koordinasi, pemberdayaan, dan 

kerja sama kelembagaan keamanan pangan segar. 



Ketahanan Pangan I 13 

b. Program jangka menengah (S-10 tahun) 

Program jangka menengah ditujukan pada pemantapan pembangunan 

ketahanan pangan yang lebih efisien dan efektif dan berdaya saing tinggi. Beberapa 

program yang relevan untuk dilakukan adalah: 

1) Perbaikan undang-undang tanah pertanian termasuk didalamnya pengaturan 

luasan lahan pertanian yang dimiliki petani, pemilikan lahan pertanian 

oleh bukan petani. Sistem bawon atau pembagian keuntungan pemilik dan 

penggarap, dsb. 

Kebijakan Makro. Kebijakan dalam bidang pangan perlu ditelaah dan dikaji 

kembali khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan dalam waktu 

1-5 tahun. Beberapa hal yang perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, 

tarif bea masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam negeri serta kredit 

usaha. 

core of business" serta mengembangkan usaha tani komoditas lainnya 

sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

alam, modal, dan tenaga kerja keluarga serta memperkecil terjadinya risiko 

kegagalan usaha. (2) Diversifikasi regional; yaitu mengembangkan komoditas 

pertanian unggulan spesifik lokasi dalam kawasan yang luas menurut 

kesesuaian kondisi agro ekosistemnya, dengan demikian akan mendorong 

pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai wilayah serta 

mendorong pengembangan perdagangan an tar wilayah. 

Revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Revitalisasi/ 

restrukturisasi industri pascapanen dan pengolahan pangan diarahkan pada 

(a) penekanan kehilangan hasil dan penurunan mutu karena teknologi 

penanganan pascapanen yang kurang baik, (b) pencegahan bahan baku dari 

kerusakan dan ( c) pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi 

dan produk pangan. Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan. 

Keberadaan, peran dan fungsi lembaga pangan seperti kelompok tani, 

UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung 

pembangunan kemandirian pangan. Kernitraan antara lembaga perlu didorong 

untuk turnbuhnya usaha dalam bi dang pangan. Koordinator kegiatan ini adalah 

Meneg Koperasi dan UKM dan Kementan dibantu oleh Kemenperin. Alokasi 

dana untuk kegiatan ini berupa koordinasi antar Kementerian dan instansi 

untuk melahirkan kebijakan baru untuk kelembagaan pangan. Kebutuhan 

dana dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian. 
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Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di tengah Pandemi Covid-19 

Pandemi covid-19 yang terjadi pasti menyebabkan beberapa darnpak ke berbagai sektor 

salah satunya ialah sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan 

erat dengan ketahanan pangan Nasional. Apalagi masyarakat Indonesia saat ini sangat 

bergantung pada beras sebagai makanan pokok tertentu sesuai dengan ekologi dan kearifan 

lokal yang dimiliki daerahnya. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini 

ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis 

pangan yang seakan m~nghantui Indonesia. Pandemi covid-19 merubah itu semua dengan 

terganggunya sistem karena aktivitas terbatas selama panderni, serta rantai pasokatau supply 

chain pangan sehingga masyarakat akan kehilangan akses pangan yang mengancam kehidupan 

mereka. Distribusi pangan yang belum merata juga dikhawatirkan akan menyebabkan 

kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di banyak daerah. 

Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya 

produktivitas pangan. S.elain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis 

permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan 

perubahan harga-harga pada produk pangan. Sal ah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah 

ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menu run. 

Bahan pangan yang sudah diproduksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual, 

UMKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi saat ini Masyarakat 

Indonesia saat ini sangat bergantung pada beras meskipun sebelum adanya swasembada 

pangan masyarakat memiliki makanan pokok tertentu sesuai dengan ekologi dan kearifan 

lokal yang dimiliki daerahnya. 

c. Program jangka panjang (> 10 tahun) 

Konsolidasi lahan agar lahan pertanian dapat dike Iola lebih efisien dan efektif, 

karena masuknya peralatan dan mesin pertanian, menggiatkan aktivitas ekonomi di 

pedesaan serta perluasan pemilikan lahan pertanian oleh petani. 

2) Modernisasi pertanian dengan Jebih mendekatkan pada pada peningkatan 

efisiensi dan produktivitas lahan pertanian, penggunaan bibit unggul, alat 

dan mesin pertanian dan pengendalian hama terpadu dan pascapanen dan 

pengolahan pangan. 

3) Pengembangan jaringan dan sistem informasi antar instansi, lembaga 

yang terkait dalam bidang pangan serta pola kemitraan bisnis pangan yang 

berkeadilan. 

4) Pengembangan prasarana dan sarana jalan di pertanian agar aktivitas kegiatan 

pertanian lebih dinamis. 
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Jumlah produksi pangan saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan masih dapat 

dikatakan stabil, namun perrnasalahan krisis pangan tetap dapat terjadi ke depannya. 

Perrnasalahan yang paling besar terjadi ialah pad a distribusi pangan. Saat pan demi covid-19 

ini menyebabkan danya pernbatasan-pernbatasan, distribusi pangan menjadi Jemah, sehingga 

menyebabkan stok pangan tidak merata di semua daerah, ada daerah yang mengalami defisit 

dan ada pula yang mengalami produksi berlebih. 

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SOM Pertanian 

telah rnerurnuskan metode 4 cara bertindak untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu: 

pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kementan mengajak pelaku pertanian melaksanakan 
percepatan tanam padi Musim Tanam II 2020 seluas 6,1 juta ha, pengembangan lahan rawa di 
Provinsi Kalimantan Tengah 164.598 ha, termasuk intensifikasi lahan rawa 85.456 ha dan 
ekstensifikasi lahan pertanian 79.142 ha. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Kementan akan 
mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada 
satu komoditas utama. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem Jogistik pangan dengan cara 
penguatan cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP), kemudian penguatan cadangan 
beras pemerintah kabupaten/kota (CBPK). Keempat, pengembangan pertanian modern, 
caranya melalui pengembangan smart/arming, pengembangan dan pemanfaatan screen house 
untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di Juar musim tanam, pengembangan 
korporasi petani, dan pengembangan/ood estate untuk peningkatan produksi pangan utama 
(beras/jagung). 

Kementrian Pertanian juga mempunyai agenda yang bersifat jangka pendek, menengah 
dan panjang dalam menghadapi pandemi Covid-19. Untuk jangka pendek agenda SOS a tau 
emergency, diantaranya dengan menjaga stabilitas harga pangan dan membangun buffer 
stock. Agenda jangka menengah diwujudkan dengan melanjutkan padat karya pasca 
Covid-19, diversifikasi pangan lokal, membantu ketersediaan pangan di daerah defisit, 
antisipasi kekeringan, menjaga semangat kerja pertanian melalui bantuan saprodi dan 
alsintan, mendorong/amily farming, membantu kelancaran distribusi pangan, meningkatkan 
ekspor pertanian, memperkuat Kostratani. Sementara agenda jangka panjang (permanen) 
dilakukan, antara lain dengan mendorong peningatan produksi 7% per tahun dan menurunkan 
kehilangan hasil (losses) menjadi 5. 

Perubahan pola rantai pasok Pangan. Di tengah pandemi COVID-19, segala aspek 
kehidupan cenderung mengarah pada situasi normal baru. Himbauan pemerintah kepada 
masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (working for home) dan menjaga 
jarak secara fisik (sociaf/physical distancing) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah 
yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan 
kegiatan di kerarnaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di harnpir sernua aspek 
kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan. Sistem atau pola kerja di sektor 
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Sumber: Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. 
Keterangan: Angka di dalam kurung ( .... ) berarti nilainya negatif 

Komoditas Perkiraan Stok 
Perkiraan Perkiraan Stok 

Kebutuhan 
Maret-Mei 2020 Maret-Mei 2020 Akhir Mei 2020 

Beras 15,9juta 7,6juta 8,3 juta 
Jagung 10,3juta 6 juta 4,3 juta 
Bawang Merah 588 ribu 34 7 ribu 241 ribu 
Bawang Putih 86 ribu 151 ribu (65 ribu) 
Cabai Besar 311 ribu 278 ribu 33 ribu 
Cabai Rawit 327 ribu 258ribu 69 ribu 
Daging Sapi/Kerbau 183 ribu 202 ribu (19 ribu) 
Daging Ayam Ras 1,1 juta ton 881 ribu 219 ribu 
Gula Pasir 987 ribu 708 ribu 279 ribu 

Tabel 1.1. 
Perkiraan Stok dan Kebutuhan Pangan Maret-Mei 2020 (dalam ton) 

pangan memang tampaknya berubah sangat signifikan di tengah pandemi COVID-19, mulai 

dari proses produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir Dari perspektifproduksi atau hulu, 

para petani dan produsen makanan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan 

juga harus menyesuaikan protokol berproduksi untuk rnenjamin kualitas dan keamanan 

pangan di tengah pandemi COVID-19, khususnya di wilayah yang sudah terkontaminasi. 

Mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi 

pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar 

yang berbasis online. Sementara dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social/physical 
distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi 
juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan 
platform digital atau online. Kondisi inilah yang pada akhirnya mernbutuhkan penyesuaian 
strategi kebijakan terkait pangan di semua lini (produksi hingga konsumsi dan hulu hingga 
hilir) agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjamin. 

Meningkatkan fasilitas pProduksi dan kKonsumsi di sektor pangan. Peran produsen, 
khususnya petani, dalam rantai pasok pangan sangat penting. Di tengah pandemi COVID-19, 
terjadi penyesuaian yang cenderung bersifat masif. Hampir seluruh negara di dunia 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan 
internasional terganggu semenjak wabah COYID-19 mulai menyebar. Produksi dalam negeri 
menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, terrnasuk Indonesia. Fasilitas produksi, 
seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung 
produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri. 
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Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah terlebih 
lagi di masa pandemi ini. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pada praktiknya 
pemenuhan kebutuhan pangan diserahkan kepada masyarakat. Peran pemerintah lebih 
banyak kepada regulator sehingga tidak ada monopoli oleh pemerintahan. Rawan pangan 
adalah situasi yang berbahaya. Kondisi itu ditandai oleh rendahnya ketersediaan kalori 
untuk konsumsi per kapita. Sangking pentingnya, kondisi rawan pangan membuat kasus 
penggulingan pemerintahan lebih mungkin terjadi, terutama di negara berpenghasilan 
tinggi (Reenock, Bernhard dan Sobek, 2007). 

Dalam sejarah Indonesia, pada tahun 1997-1998 pernah terjadi keruntuhan politik 
dan ekonomi hingga menggerogoti ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut merupakan efek 
domino dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur sejak Juli 1997. Terjadi 
peningkatan inflasi dan pengangguran serta turunnya daya beli masyarakat sehingga semakin 
sedikit orang yang mampu mengakses makanan. 

Selain krisis ekonomi, krisis pangan juga dapat terjadi karena kekeringan besar, 
terutama disebabkan oleh fenomena cuaca El Nino. Kekeringan ini secara substansial 
mengurangi produksi makanan, khususnya beras yang merupakan sumber makanan pokok. 
Faktor lainnya adalah kurangnya input pertanian (seperti pupuk dan pestisida). 

Bhaskoro (2012) menjelaskan bahwa konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia 
adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan 
kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam seluruh aspek kehidupan 
berlandaskan Pancasila, UUO 45 dan Wawasan Nusantara. Termasuk di dalamnya memajukan 
pertahanan keamanan yang didukung dari adanya upaya untuk memajukan pertahanan 
pangan. 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan 
hid up. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya 

1.3. lsu Strategis Ketahanan Pangan 

Hal ini urgent untuk direalisasikan mengingat 93 persen mayoritas petani di Indonesia 

(FAO, 2018) adalah petani kecil (smallholder farmers). Fasilitas dan bantuan sangat 
dibutuhkan agar mereka terbantu untuk meningkatkan kinerja produksinya. Dalam situasi 
pandemi saat ini, selain fasilitas a tau bantuan yang telah disebutkan di atas, diperlukan.juga 
protokol produksi yang dapat menjamin kualitas dan keamanan pangan yang terbebas dari 
COVID-19. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang dapat dilakukan oleh Kementerian 
Pertanian dan Dinas Pertanian untuk memastikan fasilitas dan bantuan dapat tersalurkan 
dengan baik disertai dengan sosialisasi protokol produksi yang aman dan terbebas dari 
bahaya penyebaran COVID-19. 
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menjadi sasaran utarna kebijakan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi 

kebutuhan pangan penduduknya. 

Pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. 

Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi 

sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan mempunyai 

pengaruh yang pen ting terhadap keamanan. 

Ancaman terhadap ketahanan pangan mengakibatkan Indonesia sering mengimpor 

produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah 

penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi 

pangan telah memunculkan kerisauan. Oleh karena itu, dalam waktu yang akan datang 

Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. 

Masalah ketahanan pangan harus serius ditangani oleh pemerintah karena 

menanyangkut keberlangsungan negara dan kehidupan generasi penerus bangsa. Jika krisis 

pangan terjadi, stabilitas negara akan terganggu. Dampaknya kekurangan pangan dirasakan 

langsung karena dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya gizi pada generasi 

muda. Generasi muda menjadi kekurangan gizi sehingga tidak dapat tumbuh optimal. 

Padahal generasi muda adalah calon pemimpin bangsa. Mereka menentukan kemajuan dan 

ketahanan negara. 

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya 

pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan 

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hid up sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan." 

Ketahanan pangan merupakan ha! yang pen ting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman 

di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan 

pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih 

dahulu. Ketahanan Pangan merupakan masalah pembangunan berkelanjutan yang kompleks, 

berhubungan tidak hanya dengan pangan dan pertanian tetapi juga berhubungan dengan 

kesehatan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan dan juga perdagangan. 

Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan ketahanan pangan yang berkesinambungan 

terkait dengan semua sektor pembangunan nasional. 

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah 

ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, 

dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. 




